QUO VADISPERMASALAHAN STUNTING ?
TINJAUAN DESKRIPTIF PENANGANAN STUNTING
PADA PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI NTT

Sumberkupang.antaranews.com

.  PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jandgkanjang Nasional (RPJPNnerupakan
penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang
tercantum dalam Pembukaan Unddsgdang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945(UUD NRI 1945) yaitu untuk melindungi ggnap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi,
misi dan arha Pembangunan NasiodalRPJMN menjadi pedoman dalam
penyusunan &nhcanaProgram Jangka MenengahNasional (RPJMN) yang
memuat Visi, Misi dan Program PresideRelaksanaan RPNP2005 - 2025
terbagi dalam tahaf@hap perencanaan pembangunan dalam periodisasi
perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang
dituangkandalam RPJNAl | Tahun 2005 2009, RPJNN Il Tahun 2010 2014,
RPJMWN Ill Tahun 2015 2019, dan RPJM IV Tahun 2020 2024

1 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang &sra Pembangunan Jangka PagjsasionalTahun
2005- 2025 Pasal 3
2 |bid, Pasal 4

Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur 1



PadaRPJMN IV Tahun 2020 2024sesuai dengan aralm RPJPN 2005
2025 sasaran yang ingin dicapai yattewujudkan masyarakat Indonesia yang
mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai
bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keungtan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh
sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya $a#idgMN 20202024
telah mengarusutamak&ustainable Development God8DGs). Targetarget
dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) lseswetikatornya telah
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia

ke deparyang tertuang padgambardi bawah ini®

MISI PRESIDEN ARAHAN PRESIDEN 7 AGENDA PEMBANGUNAN
1 Peningkatan Kualitas Manusia Memperkuat Ketahanan Ekonomi
Indonesia t:':/lﬁ untuk Pertumbuhan yang
= Berkualitas dan Berkeadilan
2 Struktur Ekonomi yang Produktif, ‘| ’ Pemha"gunan
Mandiri, dan Berdaya Saing SOM Mengembangkan Wilayah untuk
II'[ Mengurangi Kesenjangan dan
3 Pembangunan yang Merata dan Menjamin Pemerataan
Berkeatiilan Pembangunan
2 Infrastruktur O meningkatkangur;helr_tﬂay;
Mencapai Lingkungan Hidup yang anusta yang Gerkuaas oan
ll Berkelanjutan LW Berdaya Saing
Penyederhanaan 2 )
Kemajuan Budaya yang Mencerminkan 3 ; Revolusi Mental dan
5 Kepribadian Bangsa e DO Pembangunan Kebudayaan
W
Penegakan Sistem Hukum yang Bebas
6 ! Penvederhanaan i Memperkuat Infrastruktur untuk
Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 4 ‘ Biruykrasi il = gy Mendukung Pengembangan

Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

7 ‘ Memberikan Rasa Aman pada Seluruh

Warga Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan

5 ‘ Transformasi
Bencana, dan Perubahan Iklim

8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Ekonomi

Efektif, dan Terpercaya
Memperkuat Stabilitas

Polhukhankam dan Transformasi

Sinergi Pemerintah Daerah dalam :
Pelayanan Publik

Kerangka Negara Kesatuan

9

Gambar 1.1 Tujuh agenda pembangunan Indonesia RPJMN 20207 2024
Agenda Pembangunan tersebut dituangkan dilar Prioritas Nasional
(PN). Berdasarkan gambar di ataBrioritas Nasional k& (PN 3) adalah
“Meningkatkan Sumber Daya Manusi,a yang

yaitusumber daya manusia yang sehat dadase adaptif, inovatif, terampil, dan

3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana PembangunamaaegigaNasional
Tahun 2020 2024 Lampiran |
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berkarakte* Untuk mencapai tujuan tersebarahkebijakanyang selanjutnya
menjadi Program Prioritas (PBjarahkan pada

. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan;

. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

. Peningkatarmkses dammutu pelayanarkesehatan

1
2
3
4. Peningkatapemerataatayanarpendidikanberkualitas
5. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pamud
6. Pengentasan kemiskinasan
7. Peningkatan produktivitas daayh saing

PP3 - Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan tdydbpedpa
Kegiatan Prioritas (KP) yaitu:
1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan
reproduksi
Percepataperbaikangizi masyarakat
Peningkatampengendaliampenyakit

Penguatan gerakan masyarakat hidup s@®tmas)dan

a bk~ 0N

Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan nfakanan

KP 2 - Percepataperbaikangizi masyarakatiwujudkandengan prgek
prioritas yaitu Penuruna®tunting melalui peningkatan efektivitas intervensi
spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi
Penurunanstunting termasuk dalam 4Major Project RPJMN 2020- 2024
dengan nam&ercepatan Penurunan Kematian lbu @&tuanting salah satu
manfatnya yaitu renurunnya prevalenstuntinghingga 14% Hal ini termasuk
dalam Tujuan Pembangunan BerkelanjuBaistainable Development Goals
(SDGs)dengan sasaran globahga tahun 2030, menghilangkan segala bentuk
kekurangan gizi, termasuk pada tahuR2 mencapai target yang disepakati
secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan

memenuhi kebutuhan gizi m@ja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta

4 Ibid

5 Ibid, Lampiran IlI
5 Ibid, Lampiran II
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manula dengan tujuan menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan
dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelarfjutan

Pada tahun 2022Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) memberikan
gambaran status gizi balitastgnting wasting underweight overweight dan
determinannya meliputi indikator intervensi gipesifik dan intervensi gizi
sensitif menggunakan metotieo stage stratified samplirggcara potong lintang
(crosssectiona). Pengumpulan dataldkukan di486 Kabupaten/Kota pada 33

Provinsi di Indonesia

PREVALENSI BALITA STUNTING (TINGGI BADAN MENURUT UMUR)
BERDASARKAN PROVINSI, SSGI 2022

40.0
35.0
30.0

25.0

216

Sumatera Utara I 21.1

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

Papua I 34.6
Nusa Tenggara Barat I 2.7
Aceh I 1.2
Papua Barat I 0.0
Sulawesi Tengah NN 25.2
Kalimantan Barat [IIINIEEENENEGEGEGGEEGEEEEE 7.5
Sulawesi Tenggara INIININIGINININGNGNGNGNENEEEEEENNNN 7.7

Jambi I 15.0
Riau [ 17.0
DI Yogyakarta [N 16.4
Kepulauan Riau [N 15.4

Maluku I 26.1
Sumatera Barat [N 25.2
Kalimantan Selatan [N 2.0
Gorontalo NG 238
Kalimantan Utara IR 2.1
Banten NN 20.0
Bengkulu I 19.8
Jawa Timur N 19.2
Sumatera Selatan I 13.6
Kep.Bangka Belitung N 18.5
Lampung I 15.2

DKl Jakarta NS 148
Bali I 8.0

Indonesia

Sulawesi Barat I 35.0
Sulawesi Selatan I 27 .2
Kalimantan Tengah NN 26.0
Maluku Utara IR 26.1
Jawa Tengah I 20.3
Sulawesi Utara I 20.5
Jawa Barat N 20.2

Nusa Tenggara Timur I, 35.2
Kalimantan Timur IR 23.9

Catatan : Data untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur didapatkan melalui perhitungan prediksi menggunakan metode
Small Area Estimation (SAE) oleh BPS

Gambar 1.2 Data Stunting SSGI per Provinsi di Indonesia Tahun 2022

Hasil SSGI tahun 2022 sesuaambar di atasmenunjukkan bahwa
Provinsi Nusa Tenggara TimufNTT) merupakan provinsi dengagrevalensi
stuntingtertinggi y&ni 35,3%.Hal ini terjadi dalam 3 tahun terakt2019, 2021
dan 2022f Berdasarkan sumber data damlikasi elektronikPencatatan dan
Pelaporan Gizi Berbasis masyaraKaetPPGBM tahun 2023 pada seluruh
Kabupaten/Kota di NTTterdapat 2 Kabupaten yang mengalami peningkatan
prevalensstunting yaitu Kabupaten Sikka sebanyak 1,6% dan Kabupaten Sumba

Barat Daya sebanyak 7,6% untuk periode Agustus 2023. Di 20 Kabupaten/Kota

" Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan PencapaiarPdmjo@mngunan
BerkelanjutanLampiran

8 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia ($$Gl) 20
2021, dan 2022
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lainterjadi penurunan prevalersguntingsebanyak 0,311,3% &an tetapi masih
banyak daerah yang belum mencapai taR§&IMN senilai 14% yaitu Kabupaten
Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang, Kabupaten
Flores Timur,Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raipgen Kabupaten Rote

Ndao.Rincian dapat dilihat pada gambar di bawal? ini.

CAPAIAN PELAKSANAAN OPERASI TIMBANG BALITA
KABUPATEN KOTA TAHUN

BALITA STUNTING BALITA STUNTING

No Kabupaten/Kota Jun;tl::t?:ghm % % POIN No Kabupaten/Kota Jur:tl::t:?:ﬂ % % POIN
acusus | STUNTING | STUNTING | PENURUNAN AoUsT | STUNTING | STUNTING | PENURUNAN
203 AGS 2023 | AGS2022 | /KENAIKAN v AGS 2023 | AGS 2022 | /KENAIKAN

1 2 El 4 5 6=(45) El 6=(45)
1. |KABSUMBA BARAT DAYA 9762 39| 243 +76 || 12. [KAB MANGGARAI TIMUR 2195 90| 96 06
2. |KABTIMOR TENGAH SELATAN 8924 23| 283 6,0 || 13. [kABBELU 1.584 11 137 26
3. |KABTIMOR TENGAH UTARA 4555 26| 244 1,8 || 14. |KAB MANGGARAI BARAT 1.501 82| 159 7,7
4. [KOTA KUPANG 4019 172|215 43| 15. |KABALOR 1773 100 117 17
5. |KABKUPANG 3872 130( 199 6,0 || 16. |KABSUMBA BARAT 1291 121 233 11,3
6. |KABMANGGARAI 3481 131 162 3,1|| 17. |kABENDE 1241 68| 89 21
7. |KAB SIKKA 3318 153 138 + 1,6 || 18 |KABSABU RAIUA 1.230 152| 181 29

8. |KAB FLORES TIMUR 3.184 181 187 0,6 (| 19. |KABLEMBATA | 1045 11,7 160 had

9. |KABROTE NDAO 2764 05| 23 1,8 || 20- |KABNGADA 502 84 93 09
10. |KAB SUMBA TIMUR 2677 118 149 3,1 || 21 [KABNAGEKEQ 128 69| 84 L6
11. |KAB MALAKA 2.409 15,5 159 03 22. |KAB SUMBA TENGAH 549 73 87 15
PROVINSI NTT 63.804 152 17,7 25

Gambar 1.3 Tingkat prevalensi stunting di Kabupaten/Kota NTT 2022 - 2023
Berdasarkan uraiatersebut maka tulisan hukum ini akan membahas
permasalahanstunting dengan pendekatanstudi kasus pada Pemerintah

KabupaterRote NdadProvinsi Nusa Tenggara Timur

. PERMASALAHAN
Dari pendahuluan di atas, maka pokok permasalahan dalam tulisan hukum
ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimangpengaturarpenanganamstuntinguntuk mewujudkarpenurunan
prevalensi sesuai amanat RPJI020— 20242

2. Bagaimanatrategipenanganastuntingdi KabupaterRote Nda@

9 DataePPGBM 2X ahupateriK otadi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023
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PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penanganan Stunting untuk Mewujudkan Penurunan

PrevalensiSesuai Amanat RPJMN 2024

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahuiil2 tentang Gerakan Nasional
PercepataPerbaikan Gizi belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan
percepatarpenurunanstunting secara efektif Oleh karena itu Pemerintah
menerbitkanPeraturan PresideNomor 72 Tahun 2021Perpes 72/2021)
tentang Percepatan Penururg&nntingsebagalangkahimplementasi nyata
dalamrangkamewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan
produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelaffutan

Stuntingadalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat
kekurangan gizi kronis dan infeksi b&ang, yang ditandai dengan panjang
atau tinggi badannya berada di bawah stagdag ditetapkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kes€hdtamurut
Organisasi Kesehatan Dunia a¥&orld Health Organizatio§WHO) stunting
adalahgangguan perkembangan pada anak yang disebabkan gizi buruk,
terserang infeksi yang berulang, maupun stimulasi psikososial yang tidak
memadai

Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oktbntingyaitu jangka pendek
adalah terganggunya perkembangtak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan
fisik, dan gangguan metabolisme dalam tuliddlam jangka panjang akibat
buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan
prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan
resko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit
jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua
Kesemuanya itu akan menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,

produktifitas, dan daya saing bangsa

10 peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Pe/@iumtiang Bagian Menimbang
111bid, Pasal 1 angka 1

12 Buku Saku Desa dalam PenangaBamtingKkementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
TransmigrasiTahun 2017him. 8
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DAMPAK STUNTING

s B <O

MUDAH SAKIT KEMAMPUAN KOGNITIF SAAT TUA BERISIKO
BERKURANG TERKENA PENYAKIT
BERHUBUNGAN DENGAN
POLA MAKAN

LH: o 2

[l
FUNGSI-FUNGSI MENGAKIBATKAN POSTUR TUBUH
TUBUH TIDAK KERUGIAN EKONOMI TAK MAKSIMAL
SEIMBANG SAAT DEWASA

Gambar 3.1 Dampak Stunting

Percepatanpenurunanstunting menurut Perpres 72/202fjaitu setiap
upaya yang mencakupntervensi spesifik dan intervensi sensitif yang
dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui
kerjasanamultisektor di pusat, daerah, dan d&sa

Dalam rangka percepatan penurunatunting ditetapkan Strategi
Nasional Percepatan PenurunStunting'# Strategi Nasional Percepatan
PenurunanStunting adalah langkatangkah berupa 5 (lima) pilar yang
berisikan kegiatan untulpercepatan penurunastunting dalam rangka
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target
nasional prevalensituntingyang diukur pada anak berusia di basaftima)
tahun'® StrategiNasional Percepatan Penururgtantingbertujuan untuk
Menurunkan prevalenstunting
Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;

Menjamin pemenuhan asupan gizi;
Memperbaiki pola asuh;
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan

o gk w b RE

Meningkatkan akses air minum dan sanitési.

Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penur8hamingmeliputi:

1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga,
Pemerintah Daeralprovinsi, Pemerintah Daerah kabupdketa, dan

Pemerintah Desa;

13 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan PeiSumtiang Pasal 1 angka 4
1 1bid, PasaPk ayat (1)
15 1bid, Pasal 1 angka
16 1bid, PasaPk ayat (2)
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2. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan
masyarakat;

3. Peningkatan konvergensntervensispesifik danintervensisensitif di
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah proviPsmerintah Daerah
kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;

4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga,
dan masyarakat; dan

5. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan.thovasi

PILAR STRATEGI PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING

Strategi Nasional yang diluncurkan pada tahun 2018 memperkenalkan 5 Pilar Pencegahan
Stunting yang memandu semua upaya yang dilakukan oleh semua tingkatan pemerintah,
termasuk para pelaku lainnya.

Strategl yang dirumuskan berdasarkan pengalaman praktik terbaik
negara dan global

Pangan dan Gzl Pamantauan don

¥ocedinator.

Koordmatee:
Kistor 5
Partanian Wokis Pregiden &
_ Parencanasn
Pembangunan
Naatcnal

TP2AKstunting K3 TP2AK Stunting W TP2AKstunting & www.stunting.go.id

Gambar 3.2 Lima pilar dalam Stranas Percepatan Penurunan Stunting

Padab (lima) pilar tersebut terdapltgiataryang menghasilkan beberapa
output sebagaimana tercantum dalam LampibagianB Perpres 72/2021
tentang Percepatan Penuruisantingyaitu sebagaberikut
1. Pilar 1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di

kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah

kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa

Kegiatan:

a. Meningkatkan komitmen percepatan penuruwstanting

Output

171bid, Pasab ayat (2)
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1) Terselenggaranyaapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh
pimpinan tinggi di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

2) Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh
pimpinan tinggi di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

3) Terselenggaranya rembsiyintingtingka kecamatan

4) Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/wali kota tentang
kewenangan desa/kelurahan dalam penurstusting

5) Tersedianydidandesa/kelurahasesuakebutuhan

6) Jumlah desa/kelurahan bels&snting

7) Persentase Pemerintah Daerah provinsi yangingkatkan
alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan
Penurunarstunting dan

8) Persentase Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meningkatkan
alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan
Penurunarstunting

b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa

Output

1) Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas
dalam penanganan Percepatan PenurSmhamting

2) Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang
terlatih modul kesehatan dan igiz

3) Persentasdesal/kelurahan yang kader pembangunan manusianya
mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah kabuqagen/

2. Pilar 2: Reningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan
masyarakat
Kegiatan:
a. Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubgdeaitaku yang
berkelanjutan
Output
1) Terlaksanany&aampanyenasionapencegahastunting
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2) Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan
(BABS);

3) Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS)

4) Persentase anak berusth bawah lima tahun (balita) yang
memperoleh imunisasi dasar lengkap

b. Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan
perilaku untuk penurunastunting

Output

1) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih
berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan
pengasuhan stimulasi penangastimtingbagi guru Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD)

2) Persentase desal/kelurahan yang memiliki geAUD terlatih
pengasuhan stimulasi penanganatunting sebagai hasil
pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota

3) Persentase lembagdAUD yang mengembangkan Pendidikan
Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUEHI);

4) Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di
posyandu

5) Persentase desalkelurahan yang melaksanakan kelas Bina
Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhbh©@00Hari Pertama
Kehidupan (HPK)

6) Persentase kelompok Keluarga Penerima ManfaaM{KIPKH
yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga
(P2K2) dengan modul kesehatan dan;glan

7) Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina
Keluarga Renaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan
reproduksi dan gizi bagi remaja

c. Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi
perubahan perilaku untuk penurursgnnting

Output
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1) Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam
penurunarstuntinglintas agama

2) Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan
bimbingan perkawinan dengan materi pencegahanting

3. Pilar 3:Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif
di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa
Kegiatan:
a. Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran,
serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan
kualitas intervensi gizi dingkat pusat dan daerah
Output
1) Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mengintegrasikan
program dan kegiatan Percepatan PenuruSamting dalam
dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Rencansi Blaerah Pangan dan Gizi,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah)

2) Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi
Percepatan Penurun&tunting

3) Persentase desa/ledhhan yang mengintegrasikan program dan
kegiatan Percepatan Penurungdtunting dalam dokumen
perencanaan dan penganggaran desal/kelurahan (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah
Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja BesRehcana
Kerja dan Anggaran Desa)

4) Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana
desa/kelurahan untuintervensispesifik danintervensisensitif

dalam penurunastunting
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5) Persentase desal/kelurahan yang melakukan konvergensi
Percepatan Penurun&tunting

6) Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM)

7) Persentase calon pengaftalon ibu yang menerima Tablet
Tambah Darah (TTD)

8) Perserdse ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang
menerima tambahan asupan pizi

9) Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah
(TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan

10)Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu
(ASI) ekskusif;

11)Persentase anak usia28 bulan yang mendapat Makanan
Pendamping Air Susu lbu (MRSI);

12)Persentase anak berusia lhlita gizi buruk yang mendapat
pelayanan tata laksana gizi buruk

13)Persentase anak berusia liflita gizi kurang yang mendapat
tambahan asupan gizi

14)Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan
untuk mendukung Percepatan PenuruBamting dan

15)Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai
daerah ramah perempuannddayak anak dalam Percepatan
Penurunarstunting

b. Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan

berkeluarga

Output

1) Cakupan pendampingan keluarga berisikmting

2) Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima
pendampingan kesehataproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan
pranikah

3) Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan

status anemia (hemoglobjn)
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4) Tersedianya data hasil surveilans keluarga berstikating

5) Persentase kabupaten/kota deng&ge Specific Fertilitg
RaldASFR (1519) paling sedikit 18 pet.000;

6) Persentase pelayanan keluarga berencana pasca meladiénkan

7) Persentasenmeet needelayanan keluarga berencana.

4. Pilar 4: Rningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu,
keluarga, dan masyaraka
Kegiatan:
a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan
masyarakat termasuk dal&m®adaan bencana
Output
1) Persentase keluarga berisgtointingyang mendapatkan manfaat
sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi
2) Persentase keluarga berisgtnintingyang mendapatkan promosi
peningkatan konsumsi ikan dalam nepgeri
3) Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil,
ibu meryusui dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang
menerima variasi bantuan mmEm selain beras dan telur
(karbohidrat, proteitnewani, protein nabati, vitamin dan mineral,
dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/iNE);
4) CakupanPUS dengan status miskin dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial yang menerlmatuan tunai bersyarat
5) CakupanPUS dengan status miskin dan penyandang masalah
kesejahteraasosial yang menerima bantuan pangan nontdaai
6) CakupanPUSfakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi
Penerima Bantuan luran (PBI) Jaminan Kesehatan
b. Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan
Output
Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti
oleh pelaku usaha.
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5. Pilar 5:Penguatan dapengembangan sistem, data, informasi, riset, dan
inovasi
Kegiatan:
a. Melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu
Percepatan Penurun&tunting
Output
1) Persentase Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah
kabupaterkota yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi
Percepatan Penurun&tunting
2) Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam
konvergensi Percepatan PenuruSéumting
3) Publikasi datatuntingtingkat kabupaten/kota
4) Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional
Percepatan Penurun&tunting
5) Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan
Penurunarstuntingdi Pemerintah Daerah provinsi
6) Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan
Penurunarstuntingdi Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
7) Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan
Penurunarstuntingdi Pemerintah Desalan
8) Terselenggaranya audit anak berusibatiutaStunting
b. Mengembangkan sistem data dan infornergadu
Output
1) Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana
desal/kelurahan yangendukung Percepatan Penuruisnnting
secara terintegrasi
2) Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan
Penurunarstunting
3) Tersedianya data keluargisiko stunting yang termutakhirkan
melalui Sistem Informasi Keluarg&IGA);
4) Tersedianya sistem skrining dan konseling c&tlSsiap nikah

dan
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5) Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem
data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi
untuk penurunastunting

c. Melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan
pemanfaatan hasil riset dan inovasi

Output

Persetase kabupaten/kota yang menerima pendampingan Percepatan

Penurunarstuntingmelalui Tri Dharma perguantinggi.

d. Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan

Output

1) Tersusunnyaplatform berbagi pengetahuan untuk Percepatan
Penurunarstunting

2) Tersusunnya sistem penghargaan bagi daerah dalam Percepatan
Penurunarstunting

3) Tersedianya sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai
berkinerja baik dalam Percepatan Penurustamtingterintegrasi
dan

4) Tersusunnya kajian anggaran dan belanja epErtah untuk
Percepatan Penurun&tunting*®

Dengan ditetapkan 5 (lima) pilar Strategi Nasional Percestiamting
dan untuk memperkuat pelaksanaannya maka disusun rencana aksi nasional
melalui pendekatan keluarga berisilsbunting yang ditetapkan melalui
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12
Tahun 2021 (Peraturan BKKBN 12/2021) tentang Rencana Aksi Nasional
Percepatan Penurunan AngBtuntinglndonesia Tahun 2022024 (RAN
PASTI). Tujuan dari RANPAST]I yaitu:
a. Memberikan acuan bagi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan
Pemangku Kepentingan berupa langkatgkah konkret yang harus
dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas dalam

Percepatan Penurun&tunting

18 1bid, Lampiran bagian B. Uraian Pilar Strategi Nasional Percepatan Pen@tumaimg
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b. Melakukan pengatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan
penganggaran Percepatan Penurustamtingtingkat pusat, daerah, desa
dan bersama pemangku kepentingan yang berkesinambungan

c. Melakukan penguatan peran Pelaksana dan sekretariat pelaksanaan tim
dalam pelaksanaan Percepatan Penur8hamtingsesuai dengan tugas;

d. Melakukan penguatan regulasi/kebijakan strategis yang dibutuhkan untuk
Percepatan Penurun&tunting

e. Melakukan penguah dan pemaduan sistem manajemen data dan
informasi Percepatan Penururttointing

f. Mengintegrasikan mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Percepatan Penurun&tunting dan

g. Mendorong partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam
Percepata Penurunastunting'®
Untuk koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penur@tanting

kementerianiémbaga, Pemerintah Daergbrovinsi, Pemerintahdaerah

kabupateriota, dan PemerintattesadiperlukanTim Percepatan Penurunan

Stunting (TPPS) yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan

mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penusturaing?®
Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan

Stuntingdi tingkat pusatTPPS bertugas mengoordinasikan, menyinergikan,

dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan PenuBtunating secara

efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat
pusat dan daeralang terdiri atas Pengarah dan Pelaks&@n&engarah
bertugas:

a. Memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan
Percepatan Penurun&tunting

b. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian
kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Pentumntmg

dan

19 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan A8gikaingindonesia Tahun 2022024, Pasal 2

20 |bid, Pasal 1 angka 9

21 peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Pei@iumiaig Pasall5
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c. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penur@tanting kepada
Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewakttu apabila

diperlukan??

Pelaksana bertugas:
a. Menyiapkan perumusan rencana aksi nasional penyelenggaraan

Percepatan Penurun&tunting
b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan

Percepatan Penurun&tuntingkementerian dan lembaga, Pemerintah

Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa,

dan Pemangku Kepentingan;

c. Menyiapkan perumusan pgresaian kendala dan hambatan
penyelenggaraan Percepatan Penur@tanting
d. Mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Percepatan

Penurunarstunting
e. Mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya

manusia kementeriaefnbaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah

Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan

Percepatan Penurun&tunting dan
f. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan

Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraarepaien Penurunan

Stunting??

Pada tingkat provinsiTPPSditetapkanoleh gubernur yang terdiri dari
perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak
Pemberdayaan Kesejahteraan KeluargaRKK). TPPS provinsi bertugas
mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan
Percepatan Penurun&unting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi
dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provfsi.

Penyelenggaraan di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan

TPPS yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi

221bid, Pasal 6 ayat ()
23 |bid, Pasal ¥
24 |bid, Pasak0
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penyelenggraan Percepatan Penururfatuntingdi tingkat kabupaten/kota
dan kecamatanTPPS kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan
Pemangku Kepentingan, termasuk {PKK).25
Koordinasi penyelenggaraan di tingkat desa/kelura&®S ditetapkan
oleh kepalalesa/lurah yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan
mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penuf&mating di tingkat
desa/keluraha@PPS tingkat desa/kelurahan melibatkan:
a. Tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dga ten
kesehatan lingkungan;
b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga
Berencana,
c. TP-PKK; dan
d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBDatdan®ub
PPKBDKader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur
masyarakalainnya?®

B. Strategi PenangananStunting di Kabupaten Rote Ndao Provinsi NTT
Untuk melaksanakan Percepatan Penururfatonting di  tingkat
Pemerintah Daerah diperluki&oordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program
serta beberap&egiatan Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2018 2023 terdapat misi
“Meni ngkat kan Kualitas Sumber Daya
mewujudkan kualitas sumber daya manusia NTT yang tinggi dan berdaya
saing, dengan sasaraneningkatkan derajat kesehatan masyarakat NTT.
Salah satu strategi sasaran tersebut yaitu pencegstbating dengan
kegiatan yaitu:
a. Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan
stakeholderterkait untuk pengarahan sumberdaya dalam pencegahan

stuntingsecara berkelanjutan

25 |bid, Pasal1
26 |bid, Pasal?2
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b. Pencegahan dini melalui peningkatan derajat kesehatan kelompok ibu
hamil;

c. Penyediaan subsidi untuk peningkatan asupan gizi kelompok keluarga
miskin.

d. Perbaikan perilaku Hup sehgtdan

e. Pemantapan sistem informasi dan pengendatiamtingsecara terpadtf
Sebagaperwujudamprogram prioritas pada RPJMD Provinsi NTahun

2018 - 2023 maka dibentuk Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur

Nomor 71 Tahun 2019 tentang Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan

Stunting di Provinsi NTT Tahun 2019 2023 sebagai pedoman bagi

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kee&rta selurutstakeholderddam

mendukung upaya percepatan pencegahan dan penarsjanang Salah

satu tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur di ialah untukmemperkuat

konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan di

tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dandaedalam percepatan pencegahan dan

penanganastuntingterintegrasf®
Pada tingkat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikotelakukan perencanaan

dan penganggaran program/kegiatan yang dikhususkan pada lokasi dengan

prevalensistunting tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang

tinggi.?® Selain melakukan perencanaan dan penganggaran program

Bupati/Walikota juga memiliki peran yaitu:

a. Mersosialisasikan kebijakan percepatan pencegahan dan penanganan
stuntingterintegrasi pada Camdan Kepala Desa/Lurah;

b. Mencanangkan komitmen percepatan pencegahan dan penanganan
stunting terintegrasi bersama antara pemerintah daerah, desa dan unsur

masyarakat;

27 peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tefRangana Pembangunan Jangka
Menengah DaeraRrovinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 202823, Babv

28 peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Aksi Percepatan Pencegahan
dan Penangan&dtuntingdi Provinsi NusaTenggaralimur Tahun 2019 2023, Pasal 3 huruf ¢

2 1bid, Pasal 9 ayat (1)
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c. Menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasgaserihtah
Daerahtingkat Kabupate/Kota dan aparat desa dalam mendukung upaya
percepatan pencegahan dan penangstugtingterintegrasi;

d. Meningkatkan daatau membangun sistem manajemen data terkait
percepatan pencegahan dan penangsnatingterintegrasi;

e. Meningkatkan koordinasdengan Kementerian/Lembagagnierintah
Provinsi, desa dan pihak terkait lainnya dalam pelaksaraksn
konvergensi untuk percepatan pencegahan dan penangamaing
terintegrasi;

f. Menyelenggarakan rembwtuntingtahunan dengan melibatkan seluruh
stakeholder

g. Memastikan semua rencana program dan kegiatan untuk intervensi gizi
spesifik dan intervensi gizi sensitif hasil rembatkintingdimuat dalam
RKPD atau Rencana Kerja Perangkat Daerah;

h. Mengalokasikan dana bantuan khusus bagidesa yang kureg mampu
dari aspek pendanaan dalam upaya percepatan pencegahan dan
penanganastuntingterintegrasi;

I. Memaksimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Dana Alokasi Khusus untuk program layanan intervensi gizi spesifik
danintervensi gzi sensitif;

j.  Melakukan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
agar sesuai dengan kebijakan Bupati/Walikota dalam mendukung upaya
percepatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi serta serasi
dan sinergis dengan RKPD Kabupateotés

k. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan percepatan
pencegahan dan penangasamtingterintegrasi;

I.  Melakukan penilaian kinerja aparat desa dalam percepatan pencegahan
dan penanganatuntingterintegrasi;

m. Mempublikasikan hasil capaianinkrja percepatan pencegahan dan

penanganastuntingterintegrasi di Kabupaten/Kota;
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n. Mengoordinir bantuan damasyarakat, dunia usaha, donatur serta pihak
lain yang terkait dengan upaya percepatan pencegahan dan penanganan
stuntingterintegrasi padkelompok sasaran dan lokasi dedan

0. Bertanggungjawab untuk meningkatkan pelayanan intervensi gizi spesifik
dan gi sensitif pada kelompok sasaré&n

Untuk melaksanakan peraersebut Bupati menetapkan RPJMD sebagai

pedomaruntuk nmewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras

dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan RGVinsi

Pada Kabupaten Rote Nda®upati menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 202924
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Bersturan Daerah Kabupaten
Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangund&a Jang
Menengah DaerafRPJMD)Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018024 Salah
satu misi RPJMD tersebut yaitu “ Menin
Manusia yang Berdaya Saing” dengan S
Pencegahan dan PenangaSamtingTerintegrasi!

Prevalensi stunting Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 berdasarkan
Riskesdas 2018 sebesar 46,7ebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi
Nusa Tenggara Timur 4@@ dan Nasional 4%. Prevalensistunting
Kabupaten Rote Ndao terus menurun dari tahun ke tahun. Tahun 2019
prevalensistunting menurun menjadi 30,15%, selisih 0,15% dibandingkan

prevalensstuntingprovinsi NTT dan 2,45% dengan nasioffal.

30 |bid, Pasal 9 ayat (2)

31 peraturarDaerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012024

32 1bid
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Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao, Tahun 2018-2019

Gambar 3.3 Prevalensi Stunting Kab. Rote Ndao, Prov. NTT dan Nasional
Tahun 2018 - 2019

[ CAPAIAN PENURUNAN PREVALENSI STUNTING F/
=== 2019-2022 PER KECAMATAN (%)

w2019 PERIODE AGUSTUS @i#=2020 PERIODE AGUSTUS

w2021 PERIODE AGUSTUS 2022 PERIODE AGUSTUS

TAHUN 2022:22,27%

LOAHOLU ROTE BARAT RBL RBD ROTE ROTE  LANDU LEKOROTETIMUR PANTAI NDAO NUSE LOBALALIN
TENGAH SELATAN

0 Capaian Angka Stunting NAIK di 4 kecamatan: Rote Barat, Rote Selatan, Rote Timur & Lobalain
0 7 kecamatan lainnya berhasil menurunkan Angka Stunting dengan PENURUNAN terbesar di
kecamatan Rote Tengah yakni 13,0%

Sumber: e-PPGBM Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao
Gambar 3.4 Data Prevalensi Stunting di Kabupaten Rote Ndao
per Kecamatan Tahun 2019 - 2022
Denganditetapkan sebagai Kabupaten Lolatgntingpada tahun 2018,
berbagai pendekatan penangarsiunting terus dilakukan dalam rangka
percepatan pencegahan dan penangatamting Pendekatan pencegahan
stuntingdilakukan melalui Gerakan RevOlusi TErpa@ROTE) CERDAS
yaitu:
C : Cek kehamilan secareutin dan bersalin di fasilitas kesehat
(revolusi KIA)
E : Enyahkan asap rokok dan ingat tablet tambah darah untuk ibu
dan remaja putri
R : Rutin ke Posyandu untuk memantau pertumbuhan
perkembangan balita
D : Dekatkan ibu dan anak pagangan lokal serta nutrisi yang cuk

(gemar makan ikan/revolusi laut)
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A : Ayo imunisasi balita secara lengkap dan selalu gunakan jai

sehat

S : Selalu beri ASI eksklusi®

Pendekatan CERDAS dalam penangastamtingmerupakan salah satu

pendekatan penanganastunting di Kabupaten Rote Ndao yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rote Ndan®d9 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pencegahan dan PenandatmatingT erintegrasi. Pendekatan ini

merupakan payung teatap berbagai

inovasi

menanganstuntingdi Kabupaten Rote Nda¥

dalam mencegah dan

Tabel 3.1 Tingkat prevalensi stunting Kab. Rote Ndao Tahun 2017 - 2023

Tahun

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Prevalensi
Balita Stunting
(%)

46,7

46,7

30,15

25,83

23,48

22,3

20,5

Sumber: Data e-PPBGM

Tabel di atas menunjukkan bahwa prevalshsgitingcenderung menurun

setiap tahun di Kabupaten Rote Ndao. Prevanstingmenurun dari 46,7%

pada tahun 2017 menjadd, 3% pada tahun 2@&

Sejak tahun 2019 berbagai inovasi dikembangkan untuk penanganan

stuntingmelalui Gerakan ROTE CERDASalah satu inovasi yang mulai

gencar dilakukan sejak tahun 2021 untuk penangbaawirdi badutastunting

yaitu

seluruh badutastunting di Kabupaten Rote Ndadserakan ini kemudian

meluas ke non ASN dan menyasar ibu hantikipencegahastuntingsejak

dini.3®

Ger akan

Kakak
mendorong seluruApartur Sipil NegaraASN) menjadi kakak angkat bagi

Angkat

Adi

k

Asuh

33 Peraturan Bupati Rote Ndao Noni® Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan

StuntingTerintegrasiPasal 24

34 peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembadgngka Menengah Daerah

Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012024

35 Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 20 Tahun 2022 tenRewgana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023
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BEBAS
STUNTING

Gambar35Ger akan Kaba Faod6di Kabupaten Rote Nda

Bupati Rote Ndao membuat terobosan baru dengan menetapkan Peraturan
Bupati Rote Ndao Nomor 46 Tahun 2022 tent#egcepatan Penurunan
PrevalensiStunting Eliminas Kematianlbu dan Bayidi Kabupaten Rote
Ndao yang mencabuPeraturan Bupati Rote Ndao Mor 19 Tahun 2019
tentang Percepatan Pencegahan dan Penan§amamgTerintegrasi

Dalam upaya percepatan penurursamnting Pemerintah Daerah ya
bekerjasama dengan pemangku kepentingan melalui pendeRatda Helix
(Pemerintah, Media, Komunikasi, Bisnidan Akadenisi).*¢ Penta Helix
merupakan konsep multi pihak dimana unsur pemerintah, akademisi, badan
danatau pelaku usaha, masyarakabu komunitas, dan media massa
berkolaborasi serta berkomitmen untuk mencapai tujuan yang *$ama.
Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan wajib melakukan optimalisasi
terhadap upaya percepatan penurustamtingdan eliminasiKematian lbu
dan Bayi KIB) dengan tahapan:
a. Perencanaan;
b. Pembiayaan;
c. Pelaksanaan;
d

Pengendalian;

36 peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 46 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Petwal#gsi
Eliminasi Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Rote Ndao, Pasal 16 ayat (1)

37 https://supplychainindonesia.com/kongemtahelixdalanlogistik-kemanusiaantiakses pad@nggal
29 November 202Bukul 17.20 WITA
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e. Monitoring; dan

f. Evaluasi®®
Upaya percepatan penurunstuntingdan eliminasi KIB dilaksanakan

dengan cara:

a. Fokus pada rumah tangga 108@K, ibu hamilKurang Energi Kronis
(KEK) dan remaja putri;

b. Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

c. Memberikan layanafPemberian Makanan Tambah@&MT) berbasis
pangan lokal minimal setiap hari selama 3 (tiga) bulan;

d. MelibatkanSio Sodalsebagai jaring pengaman ibu hamil;

e. Melakukan pendekatan budaya dan agama;

f. Melakukan penguatan inovasi berbasis teknologi digital;
g. Melakukan pendekatan penta helix;
h. Pengendalian rokok; dan

Membangun strategi lainnya sesuai ketentuan perungzamngaryang
berlaku®

Sebanyak 55 desa/kelurahan di Kabupaten Rote Ndao yang tersebar di 11
kecamatan ditetapkan menjadi lokus penangasiamting tahun 2023.
Penetapan lokusstunting dihasilkan lewat Analisis Situasi Program
Percepatan Penurun&tunting Program yanglilakukan dalam penanganan
stuntingadalah konvergensi antar program yang berasal dari berbagai sumber
pembiayaan, baikAnggaran Pendapatan dan Belanja Neg@&BN),
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae(a*BD) Provinsi, APBD
Kabupaten maupuAPBDes pada desa/kelurahaBerikutlokuspenanganan
stuntingdi Kabupaten Rote Ndaahun 2023°

38 |bid, Pasal 17

%9 |bid, Pasal 9

40 KeputusanBupati Rote Ndao Nomor 348FP/HK/2022tentangPeta JalanRoad MapDan Rencana
Aksi Daerah (RD) Dalam Rangka Percepatan Penurunan Prevedémsiing Angka Kematian lbu (K1)
dan Angka KematiaBayi (AKB) di Kabupaten Rote Ndabahun 2023 2026
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Gambar 3.6 Peta Persebaran Stunting Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022
Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 ayat (1) Perpres 72/2021

tentang Percepatan PenangaSamting BupatiRote Ndaanembentuk Tim

teknis yang bertujuan untuk mengoordinasikan kerja sama lintas sektor
melalui pendekatan Penta Hetigbagai berikut

a. Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 166/KEP/HK/2022 tentang Tim
Percepatan Penurun&tunting(TPPS) Kabupaten Rote Ndao;

b. Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 170/KEP/HK/2022 tentang Tim
Percepatan Penurun&tunting(TPPS) Tingkat Kecamatan di Kabupaten
Rote Ndao; dan

c. Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 297/KEP/HK/2022 tentang
Kelompok KerjaStuntingEliminasi Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten
Rote Ndao Tahun 2022024
Dengan melakukan pendekatan Penta Hdfgmerintah Daerah dan

pemangku kepentingan berkomitmen:

1. Menurunkan prevalengtunting hingga sebesar 10% (sepuluh persen)
pada tahun 2026;

2. Eliminasi kematian ibu nol kasus pada tahun 2023;

3. Eliminasi kematian bayi nol kasus pada tahun 2026; dan

4. Menerapkan metode PMT kepada kelompok sasaran intervensi sfesifik.

41 Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 46 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Peéwvaliegsi
Eliminasi Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Rote Ndao, Pasal 162yat (
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Tabel berikut menunjukkagrand designtarget penurunan prevalensi
stunting pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dari Tahun 2022 sampai
dengan Tahun 2026.

THN 2022

(Agustus) THN 2023

(Februari) THN 2023

203 % (Agustus) THN 2024

.‘. (Februari)

. 16%  THN2024

@ (Agustus)

. 14% THN2025

-@®- (Februari)
< Mo 13 %

THN 2025
(Agustus)

i =
p?«
THN 2026

(Agustus)
10 %

Gambar 3.7 Road Map Target Penurunan Prevalensi Stunting
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 - 2026

IV.  PENUTUP
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Percepatan Penurun&tuntingtermasuk dalam 7 (tujuh) prioritas agenda
pembangunan nasionglitu meningkatkan sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing dan merupakan salah satu NajotProject
RPJMN 2020 2024 dengan tujuan menurunnya prevalshsntinghingga
14%. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
PenurunarStuntingsebagai payung hukum yang mencdteraturan Presiden
Nomor 42 Tahun @1L3tentang Gerakan Nasional Percepdarbaikan Gizi
untuk mengakomodir upaya pelaksanaan percepatan penustunaimg
secara efektif. Ditetapkannya S&gi Nasional berup& (lima) pilar strategi
percepatan penurunastunting untuk mencapai Tujuan Pembangunan
Berkelanjutarfbustainable Development Gog&DGs)dengan sasaran global
pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk
pacdh tahun P25 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk

anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi
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remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta mamgagan tujuan
menghilangkan kelaparan, mencapai ketahgpangan dan gizi yang baik,
serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

2. Penanganastuntingdi Kabupaten Rote Ndadilakukan melalui pendekatan
Gerakan RevOlusi TErpadu (ROTE) CERDAS yatitetapkan dengan
Peraturan Bupati Rote Ndao Mor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pencegahan dan Penangan8tunting Terintegrag Upaya lain yang
dikembangkan dengan melakukiaovasi Gerakan ROTE CERDAS seperti
Gerakan Kakak Angkat Adi.BelaiA guuuntuk( Ger ak 3
memudahkan koordinadintas sektor dalam upaya penurunan prevalensi
stunting dilakukan pendekatan Penta Helimplikasi positif dari program
dan upaya Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam penangimding
adalah bahwa angkprevalensistunting di Kabupaten Rote Ndao terus
menurun dari tahun 2017 sampai tahun 2023 dengan prevalensi terakhir
sebesar20,5%. Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao terus berupaya
menurunkan prevalenstuntinghingga 14% sesuai amanat RPJMN 2020
2024.
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